
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MUARA ENIM 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM 

NOMOR 29 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUARA ENIM, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

• 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 ten tang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2008 Nomor 8);

• 
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20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2021 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor

7);

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor ); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG 

PELAKSANAAN 

PENJABARAN 

ANGGARAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas: 

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

2. Pendapatan Transfer

3. Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan 

b. Belanja

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan

Jasa

c. Belanja Bunga

d. Belanja Subsidi

e. Belanja Hibah

Rp. 354.647.927.876,93 

Rp.2.704.324.918.994,00 

Rp. 13.150.507.207,00 

Rp.3.072.123.354.077,93 

Rp. 905.296.146.233,22 

Rp. 854.731.463.603,86 

Rp. 6.504.239.596,00 

Rp. 0,00 

Rp. 122.738.685.725,00 



2. 

3. 

4. 
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f. Belanja Bantuan Sosial: 

Jumlah Belanja Operasi 

Belanja Modal 

a. Belanja Modal Tanah 

b. Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin 

C. Belanja Modal Gedung 

dan Bangunan 

d. Belanja Modal Jalan, 

J aringan dan Irigasi 

e. Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya 

f. Belanja Modal Aset 

Lainnya 

Jumlah Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga 

a. Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja Tidak 

Terduga 

Belanja Transfer 

a. Belanja Bagi Hasil 

Pendapatan 

b. Belanja Bantuan 

Jumlah Belanja Transfer 

Surplus/ (Defisit) 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan 

2. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SiLPA) 

Pasal 2 

Rp. 2.334.900.000100 

Rp.1.891.605.435.158,08 

Rp. 2.230.870.000,00 

Rp. 132.018.241.673,00 

Rp. 183.794.697.321,66 

Rp. 690.758.490.475,38 

Rp. 10.192.310.870,00 

RQ. 0100 

Rp.1.018.994.610.340,04 

RQ. 1. 964.524. 977100 

Rp. 1.964.524.977,00 

Rp. 9.835.810.693,00 

RQ. 413.888.675.189,00 

Rp. 423.724.485.882,00 

(Rp. 264.165.702.279,19) 

Rp. 879.327 .121.622,40 

RQ. 54.861.133.130,00 

Rp. 824.465.988.492,40 

Rp. 560.300.286.213,21 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 3 

(1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut di dalam Penjabaran Laporan

Realisasi Anggaran.

(2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Muara Enim. 

Ditetapkan di Muara Enim 
pada tanggal 29 Agustus 2024 

Pj. BUPATI MUARA ENIM, 

                      dto.

HENKY PUTRAWAN 

Diundangkan di Muara Enim 
pada tanggal 29 Agustus 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUARA ENIM, 

    dto.

         YULIUS 

         BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 29. 
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